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BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

 

 Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict 

of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret 
antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan 
hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut 
diatas, guna kepastian hukum yang dimanatkan Undang – Undang Pokok Agraria 
(UUPA), maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan 
respons/reaksi/penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan 
pemerintah), berupa solusi melalui Badan Pertanahan Nasional dan solusi melalui 
Badan Peradilan. 

 Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah 
faktor – faktor yang menyebabkan terjadi sengketa pertanahan, Bagaimanakah proses 
hukum pada kasus penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri 
Lubuk Pakam, dan Apa hambatan dan kendala dalam hal penyelesaian sengketa 
pertanahan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. 

 Metode penelitian dilakukan penulis dengan 2 cara yaitu : penelitian 
kepustakaan (Library resarch) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian 
kepustakaan, seperti buku-buku, kamus bahasa indonesia, serta mempelajari sumber-
sumber yang berhubungan dengan materi skripsi ini. Sedangkan penelitian lapangan 
(Field Research) yaitu analisa putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. 

 Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor –faktor terjadinya 
sengketa dan menjelaskan proses hukum penyelesaian sengketa hak milik atas 
tanahdi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sama dengan perkara perdata lainnya yang 
dimulai dengan mengajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, pemeriksaan alat – alat 
bukti, saksi – saksi, dan sebagainya. Semuanya harus dilakukan dan diperiksa 
didalam suatu sidang khusus diadakan untuk itu. Persidangan dilakukan secara 
terbuka kecuali ditentukan lain oleh Undang – undang. Serta hambatan dan kendala 
dalam hal penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Lubuk 
Pakam adalah temperamen, tingkat pendidikan, kedisiplinan, dan ketidakjelasan 
batas – batas tanah.  
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